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 “Katakanlah: Dia-lah Allah,Yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan yang 
bergantung kepada-Nya segala sesuatu, Dia tidak beranak dan tidak pula 
diperanakkan, Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia” 
(Q.S. Al-Ikhlas) 
 
“Jangan remehkan keajaiban, keajaiban hanya terjadi pada mereka yang tak 
pernah menyerah” 
 
“Banyak orang ingin melupakan masa lalu, tapi sedikit orang yang belajar dari 
masa lalu” 
 




















Skripsi ini penulis persembahkan untuk: 
1. Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga 
penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. 
2. Untuk kedua orang tua saya yang selalu memberikan fasilitas, semangat 
untuk mengerjakan skripsi dan arahan serta nasehat yang sangat penting 
bagi penulis. 
3. Saudara saya yang juga memberikan dukungan. 
4. Para Sahabatku dan teman-temanku semuanya, baik yang ada di Fakultas 
Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta serta teman-teman yang 
lain dimanapun kalian berada. 
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 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tugas dan fungsi majelis 
pengawas daerah dalam menyelenggarakan pengawasan, pemeriksaan, dan 
penjatuhan sanksi terhadap notaris. Permasalahan yang dibahas pada penelitian 
ini adalah Tugas dan fungsi Notaris sebagai pengabdi masyarakat menjalankan 
sebagian tugas Negara dan  karena itu sangat penting bagi para notaris di 
dalam memangku jabatannya untuk memberi pelayanan kepada masyarakat 
dan demi kepentingan masyarakat. Adapun hasil dari penelitian ini 
menyatakan bahwa Majelis Pengawas Notaris dapat melakukan tugas dan 
fungsinya secara berjenjang atau tidak berjenjang. Dalam kaitannya dengan 
penjatuhan sanksi, pemeriksaan dilakukan secara berjenjang, dimulai dari 
MPD, MPW, dan MPP, namun penjatuhan sanksi berupa peringatan lisan atau 
tertulis merupakan kewenangan dari MPW yang sifatnya final, dan penjatuhan 
sanksi berupa pemberhentian merupakan kewenangan dari MPP, dan Menteri 
Hukum dan HAM RI yang akan mengeluarkan Surat Keputusan 
pemberhentian.  
 




The aims of this research is to know duty and function of regional supervisory 
board in conducting supervision, examination, and imposition of sanction 
against notary. The problems discussed in this research are the tasks and 
functions of the Notary as a servant of the community to carry out some of the 
tasks of the State and therefore it is very important for the notary in holding 
their positions to provide services to the public and for the benefit of society. 
The results of this study states that the Supervisory Board of Notaries can 
perform tasks and functions in stages or not tiered. In relation to the 
imposition of sanctions, the examination shall be conducted in stages, starting 
with the MPD, MPW and MPP, but the sanction of oral or written warning 
shall be the authority of the MPW which is final, and the imposition of 
sanctions in the form of termination shall be the authority of MPP, Human 
Rights which will issue a Decision Letter of dismissal.  
 








KATA PENGANTAR  
 
 
Assalamualikum wr.wb  
Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT dan dengan 
segala nikmat, rachmat serta karunianya dan tak lupa shalawat dan salam kepada 
junjungan Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 
dengan judul “PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS DALAM 
PEMBINAAN NOTARIS DI WILAYAH KABUPATEN KARANGANYAR”. 
 Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat akademik dalam mencapai gelar 
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam 
penyusunan skripsi, penulis tidak terlepas dari bimbingan, arahan, bantuan dan 
dukungan serta semangat dari berbagai pihak hingga skripsi ini terselesaikan, oleh 
karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada: 
1. Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga 
penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. 
2. Untuk kedua orang tua saya yang selalu memberikan fasilitas, semangat 
untuk mengerjakan skripsi dan arahan serta nasehat yang sangat penting 
bagi penulis. 
3. Saudara saya yang juga memberikan dukungan. 
4. Ibu Kuswardani yang telah membimbing skripsi ini. 
5. Bapak Andria yang juga telah membantu membimbing pengerjaan skripsi 
ini. 
6. Para Sahabatku dan teman-temanku semuanya, baik yang ada di Fakultas 
Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta serta teman-teman yang lain 
dimanapun kalian berada. 




8. Pihak-pihak yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu yang telah 
membantu terselesaikannya skripsi ini. 
Semoga ilmu yang diperoleh menjadikan sebuah kebaikan dan bisa 
menjadikan sebuah bekal untuk menatap masa depan yang lebih baik lagi.  
Dengan penuh kesadaran dan keterbatasan penulis mengucapkan banyak 
terima kasih atas selesainya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat 
bagi kita semua dan menjadikan referensi untuk kedepannya. 
 
Wassalamualikum Wr. Wb 
 
 
Surakarta, 23 Januari 2019 
Penulis ,  
 
 
  (Frengky Pradana S) 
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